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Abstrak : Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat. Metode Penelitian yang dipernakan adalah dengan pendekatan kualitatif, Jenis data 
sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data 
dengan analisis studi kasus. Hasil yang dicapai menunjukan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan 
terjadinya penurunan dan penaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh). 
Selain itu juga kenaikan batas PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada. Rekomendasi yang 
dapat diberikan sebagai koreksi atau langkah perbaikan  adalah pemerintah harus dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terutama dalam perpajakan, agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 
mendapat dukungan dari masyarakat. 
 
Kata kunci : Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak  Kena Pajak 
 
Abstract : The research was conducted on KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Purpose of this study is to 
determine the impact of non-taxable income increases to the KPP Pratama Palembang Ilir Barat  tax 
revenue. Reasearch method use a qualitative approach, with secondary data, techniques of data collection 
through interviews dan documentation, data analysis techniques by analtic of case study. Achievements 
show that non-taxable income increase resulted in decrease and increase of tax income. It also affect the 
number of taxpayers. Recommendation can be given as a corrective measure is that government should 
try to increase the public trust, especially on taxation so that the  policies estabilished  by government 
supported by the public. 
 
Keywords : Income Tax, non-taxable income 
 
1 PENDAHULUAN 
 
Pemanfaatan pendapatan suatu 
negara mencerminkan bagaimana negara 
tersebut untuk maju. Indonesia 
menggunakan salah satu penerimaan 
pendapatan negara yang berpotensi besar 
yaitu pajak yang menyumbang rata-rata 
lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan 
negara dalam berbagai fungsi kenegaraan. 
Indonesia merupakan suatu negara yang 
menerapkan tarif pajak yang variatif kepada 
masyarakatnya, yaitu sesuai dengan 
tingkatan golongan pendapatannya. 
 
Pajak adalah salah satu penerimaan 
Negara yang berpotensi besar dalam 
membiayai pengeluaran serta biaya negara 
yang dibebankan kepada masyarakat. Salah 
satu pajak yang di bebankan oleh 
pemerintah kepada masyarakatnya adalah 
Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan 
Hal - 2 
 
(PPh) adalah pajak yang terutang atas 
penghasilan yang menjadi kewajiban bagi 
wajib pajak orang pribadi atau badan atas 
penerimaan yang berupa gaji/upah, 
honorarium, tunjangan dan pembayaran 
lainnya sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. PTKP adalah 
komponen pengurang dalam penghitungan 
PPh pasal 21, yaitu sebagai komponen 
pengurang dalam pemotongan penghasilan 
yang dapat dikenakan tarif pajak yang 
terutang. Semakin besar batas PTKP akan 
semakin kecil pajak terutang yang disetor 
oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. 
Hal ini akan menyebabkan 
kemungkinan  penurunan penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) khususnya yang terjadi 
di Palembang. Selain itu akan ada 
kemungkinan, Negara mengalami 
pengurangan jumlah wajib pajak 
berpotensial membayar pajak. Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) sedemikian kali 
diubah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000  dan yang terakhir 
kali pada Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008, 
sebesar Rp. 15.840.000,00 untuk diri WP, 
Rp. 1.320.000,00 untuk WP kawin, dan Rp. 
1.320.000,00 untuk tanggungan. Jadi, 
PTKP dapat dikatakan sebagai keringanan 
yang diberikan oleh pemerintah kepada 
penduduk berpenghasilan rendah 
(redistribusi pendapatan). Namun 
keringanan ini (kebijakan penaikan PTKP) 
harus dipertimbangkan dengan baik, karena 
menopang kehidupan masyarakat 
khususnya kelas menengah kebawah. 
 
Atas dasar pernyataan tersebut, oleh 
karena itulah penulis ingin mengangkat 
topik ini sebagai Tugas Akhir (Skripsi), 
yaitu tentang “Analisis Pengaruh 
Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan 
Pajak Penghasilan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat”. 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Pajak 
 
Pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang 
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 
mendapat balas jasa secara langsung. Bagi 
perusahaan pajak merupakan sebuah 
tanggung jawab dan kewajiban yang harus 
di bayarkan kepada Negara, atas kegiatan 
yang dilakukannya di dalam suatu Negara.  
 
Menurut Prof. Dr. R. Santoso 
Brotodihardjo yang dikutip oleh Waluyo 
dalam bukunya Perpajakan Indonesia 
(2005, h.2) edisi kesembilan, adalah sebagai 
berikut: 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.” 
 
Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU 
No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 
disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 
Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan adalah: 
"Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan 
tidak mendapat timbal balik secara 
langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
 
Jadi, berdasarkan pengertian 
tentang pajak di atas yang di definisikan 
oleh beberapa ahli di atas dapat penulis 
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simpulkan bahwa, pajak adalah 
sumbangan/donasi yang diberikan kepada 
negara oleh warga negaranya, yang 
dipungut berdasarkan Undang-undang 
Perpajakan yang diberlakukan dan disahkan 
oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan 
tanpa kontraprestasi secara langsung yang 
digunakan untuk keperluan-keperluan 
negara untuk mensejahterakan 
masyarakatnya. 
 
2.2 Sumber Penerimaan Pajak Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat 
 
Pada KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat, sumber penerimaan pajak yang 
dicatat dalam laporan penerimaan pajak 
oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat 
adalah sebagai berikut: 
i. Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan yang tercatat/terdata 
pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat 
adalah pajak penghasilan seperti: PPh 
Non Migas dan PPH Migas. Biasanya 
PPh Non Migas menyumbangkan 
penerimaan lebih banyak dari PPh 
Migas. Persentase antara penerimaan 
PPh Non Migas pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat lebih dari 90% dari 
total pajak penghasilan setiap tahunnya. 
ii. PPN dan PPNBM 
Selain pajak penghasilan (PPh), pajak 
pertambahan nilai (PPn) dan pajak 
pertambahan nilai barang 
mewah(PPnBM) juga memberikan 
donasi yang cukup besar terhadap 
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat kurang lebih 
sebesar 40% dari total penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat 
tiap tahunnya. 
iii. PBB dan BPHTB 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan(BPHTB), adalah pajak yang 
dikenakan atas tanah dan bangunan yang 
dicatatkan oleh KPP Pratama Palembang 
Ilir Barat yang termasuk dalam lingkup 
Palembang Ilir Barat. Donasi PBB dan 
BPHTB terhadap penerimaan pajak 
secara keseluruhan, tidak telalu dominan 
pada tahun 2006 dan 2007 sebab 
merupakan sumber penerimaan pajak 
yang paling kecil pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat. Namun, setelah 
tahun 2007 tepatnya tahun 2008 s.d. 
2010, PBB dan BPHTB memiliki peran 
yang penting, sebab terjadi kenaikan 
yang signifikan dan menyumbangkan 
penerimaan yang cukup besar. 
iv. Pendapatan atas PL dan PIB 
Pajak Lainnya (PL) dan Pajak Impor 
Barang (PIB) secara rata-rata tiap 
tahunnya, merupakan sumber pajak 
penghasilan yang paling rendah. Setiap 
tahunnya memang ada peningkatan, 
namun peningkatan tersebut hanya 
meningkat sehubungan dengan 
peningkatan potensi pajak lainnya pada 
tahun yang bersangkutan. Penerimaan 
pajak pada pendapatan atas PL dan PIB, 
bersumber pada berbagai pos-pos pajak 
seperti: Bea Materai, Pajak Tidak 
Langsung (PTLL), Bunga penagihan 
PPh, Bunga Penagihan PPN, BPP, dan 
PIB. 
 
2.3 Sistem Pemungutan Pajak 
 
Dalam tata cara pemungutan pajak, 
biasanya terdapat tiga (3) cara / atau sistem 
yang dipergunakan untuk menghitung serta 
menetapkan berapa besar jumlah pajak 
terhutang dari suatu wajib pajak, baik wajib 
pajak badan maupun orang pribadi, yaitu: 
a   Official  Assesment System 
Official  Assesment System, adalah 
sistem pemungutan pajak yang 
menyatakan bahwa jumlah pajak 
yang terutang oleh wajib pajak 
dihitung dan ditetapkan oleh aparat 
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pajak atau fiskus. Dalam system ini 
utang pajak timbul bila telah ada 
ketetapan pajak dari fiskus ( sesuai 
dengan ajaran formil tentang 
timbulnya utang pajak ). Jadi dalam 
hal ini wajib pajak bersifat pasif. 
b.    Self Assesment System 
Self Assesment System, yaitu sistem 
pemungutan pajak dimana wewenang 
menghitung besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak diserahkan 
oleh fiskus kepada wajib pajak yang 
bersangkutan, sehingga dengan sisten 
ini wajib pajak harus aktif untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 
sedangkan fiskus bertugas memberikan 
penerangan dan pengawasan. 
c.    With Holding System 
With Holding System, yaitu sistem 
pemungutan pajak yang menyatakan 
bahwa jumlah pajak yang terutang 
dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan 
wajib pajak dan juga bukan aparat 
pajak / fiskus). 
 
2.4 Pajak Penghasilan 
 
Pajak penghasilan (PPh) terakhir 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008, yang diamandemen 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2000. 
 
2.5 Objek Pajak Penghasilan 
 
Yang menjadi objek Pajak 
Penghasilan adalah penghasilan yaitu 
setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak (WP), baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan Wajib pajak 
yang bersangkutan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun sesuai yang diatur dalam 
peraturan perpajakan. 
 
2.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
 
Pajak penghasilan orang pribadi 
adalah pajak yang dikenakan terhadap 
subjek pajak orang pribadi atas penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak 
untuk penghasilan dalam bagian tahun 
pajak apabila kewajiban pajak 
subjektifnya dimulai atau berakhir 
dalam tahun pajak. 
 
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 
 
Pajak penghasilan yang berkenaan 
atas pekerjaan, jabatan jasa, dan kegiatan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang 
disebut dengan PPh Pasal 21, yaitu pajak 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain. 
 
2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) 
 
Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) adalah faktor pengurangan terhadap 
penghasilan netto orang pribadi atau 
perseorangan sebagai wajib pajak dalam 
negeri dalam menghitung penghasilan kena 
pajak yang menjadi objek pajak 
penghasilan yang harus dibayar wajib pajak 
di Indonesia. 
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun 
berdasarkan pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 
diberikan paling sedikit sebesar: 
a.  Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta 
delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) untuk diri Wajib Pajak 
orang pribadi; 
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b.  Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga 
ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk Wajib Pajak yang 
kawin; 
c.  Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta 
delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) tambahan untuk seorang 
isteri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan 
suami sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1); dan 
d.  Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga 
ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan 
lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, 
paling banyak 3 (tiga) orang untuk 
setiap keluarga. 
 
2.1.9 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku 
di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, 
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, 
adalah seperti berikut: 
Table 2.1 
Tarif Pajak Penghasilan 
 
Lapisan Penghasilan Kena 
Pajak (PKP) 
Tarif 
Pajak 
Sampai dengan 50 Juta 5% 
Di atas 50 Juta sampai 250 Juta 10% 
Di atas 250 Juta sampai 500 Juta 25% 
Di atas 500 Juta 30% 
 
3 METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu karena peneliti 
melakukan analisis-analisis, yang 
menjelaskan atau mentransformasikan, 
menterjemahkan, dan menjelaskan makna 
data atau fenomena-fenomena yang didapati 
oleh penulis secara langsung. Pendekatan 
penelitian terbagi menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu: pendekatan kuantitatif dan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 
menekankan pada fenomena yang 
digambarkan secara tekstual atau naratif 
dengan teknik analisis pengidentifikasian 
terhadap fenomena-fenomena yang penting. 
Penelitian kuantitatif memiliki fenomena 
yang digambarkan dengan angka-angka 
numeric dengan teknik analisis statistik 
deskriptif dan inferensial.  
 
Objek dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis adalah penerimaan 
Pajak Penghasilan dan jumlah Wajib Pajak 
di Palembang. Subjek penelitian ini adalah 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
 
Jenis data yang di digunakan oleh 
penulis adalah data Sekunder yaitu data 
yang telah ada pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Data 
tersebut berupa data Penerimaan Pajak yang 
telah diolah dan dikelompokan oleh seksi 
Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada 
KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Data 
yang didapati dari KPP Pratama Palembang 
Ilir Barat tersebut dapat langsung 
digunakan oleh penulis untuk melanjutan 
hasil penelitian dan menjawab poin-poin 
yang menjadi pokok permasalahan. 
 
Dalam upaya penyelesaian 
penelitian ini, teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini ada dua (2) cara yaitu dengan: 
a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan 
tanya jawab yang dilakukan langsung 
dengan informan, yaitu dengan pihak 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat.  
b. Dokumentasi, yaitu pencatatan, atas 
dokumen-dokumen atas data-data 
penerimaan pajak penghasilan, yang 
tersedia di Kantor Pelayanan Pajak 
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(KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, 
seperti penerimaan pajak KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat, dan jumlah Wajib 
Pajak (WP) yang membayar PPh 21 dan 
PPh orang pribadi (OP). 
 
Peneliti menganalisis skripsi ini 
dengan menggunakan analisis studi kasus 
yang berpusat pada penerimaan pajak KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat. Pada 
penelitian ini menggunakan data pajak 
penghasilan tahun  yang didapat secara 
langsung dari KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat. Data yang didapatkan tersebut akan 
diorganisir secara matematis, dan 
dikelompokkan berdasarkan urutannya dan 
diperbandingkan berdasarkan tahun ke 
tahun sehingga akan didapati hasil serta 
kesimpulan dari penelitian ini. 
 
4 HASIL PENELITIAN 
 
Penelitian dilaksanakan dengan 
melakukan analisis-analisis terhadap 
penerimaan pajak Negara, penerimaan 
pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat,  
dan jumlah wajib pajak. Data-data tersebut 
akan dianalisis dengan cara membentuk 
persentase perubahan pos-pos yang akan 
dianalisis. Perhitungan persentase 
peningkatan dihitung oleh peneliti 
berdasarkan perhitungan matematis seperti 
berikut: 
% Kenaikan 
   
                          
           
        
% Kenaikan 
  
                     
           
       
Pada penelitian ini didapati 
persentase kenaikan pada tahun 2008 
(sebelum Pasal 7 UU No. 36 tahun 2008) 
adalah sebesar 16,00% atau sebesar 
Rp12.342.790.000.  
% Kenaikan 
  
                                   
                 
       
atau 
% Kenaikan 
 
                 
                 
       = 16,00% 
Sedangkan pada tahun 2009 
kenaikan yang terjadi adalah 45,26% atau 
sebesar Rp40.501.150.000.  
% Kenaikan 
  
                                  
                 
       
atau 
% Kenaikan 
 
                 
                 
       = 45,26% 
Kebijakan perubahan batas PTKP 
yang didasari Pasal 7 UU No. 36 tahun 
2008  terbukti membuat peningkatan 
terhadap penerimaan PPh Pasal 21 KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat. Apabila 
dihitung secara logika, dengan 
menggunakan perhitungan PPh 21 yang 
ada, seharusnya dengan adanya kenaikan 
PTKP, menurunkan penerimaan pajak. 
Seperti pada yang di tampilkan pada tabel 
dibawah ini 
Tabel 4.1 
Simulasi PPh pasal 21 
(Dalam Rupiah) 
Keterangan WP K/0 
 
PTKP 
2005 
PTKP 
2008 
Perubaha
n 
Gaji 8.000.000 8.000.000 0,00% 
Biaya 
Jabatan 320.000 320.000 0,00% 
Penghasila
n 
Bruto/Bula
n 7.680.000 7.680.000 0,00% 
Penghasila 92.160.00 92.160.00 0,00% 
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n 
Bruto/Tahu
n 
0 0 
PTKP 
13.200.00
0 
15.840.00
0 20,00% 
PKP 
78.960.00
0 
76.320.00
0 -3,34% 
PPh Pasal 
21 Setahun 7.896.000 7.632.000 -3,34% 
PPh Pasal 
21 Sebulan 658.000 636.000 -3,34% 
Take Home 
Pay 7.022.000 7.044.000 0,31% 
    
Penurunan 
pertahun 7.896.000 7.632.000 -264.000 
Penurunan 
perbulan 658.000 636.000 -22.000 
 
Kenaikan batas PTKP 
mengakibatkan penurunan Pendapatan 
Kena Pajak (PKP) yang ada. Pada simulasi 
tersebut, mengambil contoh satu wajib 
pajak dengan status kawin tanpa 
tanggungan, dengan tanpa perubahan 
pendapatan bruto (disetahunkan). 
Peningkatan-peningkatan yang 
terjadi setelah penerapan PTKP tahun 2008, 
tentu saja disebabkan oleh berbagai hal. Hal 
yang paling mempengaruhi peningkatan-
peningkatan tersebut adalah jumlah wajib 
pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, 
namun dengan penerimaan yang sedikit 
maka hal tersebut dapat menopang 
penurunan yang seharusnya terjadi. 
Dengan pembayaran pajak yang 
lebih sedikit, orang menjadi tidak ragu 
untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan 
dengan peningkatan jumlah wajib pajak 
yang terjadi pada tahun 2009 (penerapan 
PTKP 2008) yang terjadi. Tentu saja, setiap 
KPP memiliki program ekstesifikasi yang 
diterapkan guna menarik minak masyarakat 
untuk membayar pajak. Dengan adanya 
kebijakan tersebut akan semakin banyak 
masyarakat yang percaya kepada Dirjen 
Pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel 
berikut: 
Tabel 4.2 
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak 
KPP Pratama Palembang Ilir Barat 
(Wajib Pajak) 
No Tahun 
Jumlah Wajib 
Pajak 
Perkembangan 
Badan 
Orang 
Pribadi 
Badan 
Orang 
Pribadi 
1 2006 3.528 8.914 
  
2 2007 4.728 25.848 1.200 16.934 
3 2008 5.311 35.219 583 9.371 
4 2009 5.734 53.900 423 18.681 
5 2010 5.813 68.251 79 14.351 
Sumber: Bagian Pengolahan Data dan 
Informasi (PDI) KPP Pratama Palembang 
Ilir Barat. 
 
 
5 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
a. Batas PTKP meningkatkan 
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
b. Batas PTKP meningkatkan Jumlah 
Wajib Pajak pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
 
5.2 Saran 
 
1. Pemerintah dapat membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap 
perpajakan, serta meyakinkan 
masyarakatnya untuk turut membangun 
Negara dalam hal pembayaran pajak.  
2. Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus 
lebih giat untuk mengajak masyarakat 
yang berpotensi pajak yang belum 
mempunyai NPWP bahkan yang tidak 
membayar pajak, untuk mendaftarkan 
dirinya serta membayarkan pajak 
penghasilannya.  
3. Dalam membangun kepercayaan 
masyarakat, serta mendukung kinerja 
dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), 
perlu adanya tindakan-tindakan nyata 
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untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan perpajakan.  
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